Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Aspek Tata Niaga Perdagangan Sapi Impor by TIARA, CHRISTIN OCTA
  
92 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan 
untuk persoalan dari rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam aspek tata niaga 
perdagangan sapi impor 
       Kejanggalan yang terjadi pada pasar yang sampai mengalahkan logika 
sederhana ekonomi tentang supplay and demand terjadi karena ada suatu 
peraturan atau kebijakan yang awalnya adalah suatu larangan menjadi 
suatu kebolehan yang dikarenakan kesalahan perumusan kebijakan dan 
juga koneksi yang dibangun dalam birokrat membuka kesempatan luas 
untuk menjadi pemburu rente dengan memanfaatkan proteksi dan berbagai 
fasilitas dari Negara. 
       Kemudian tidak adanya kejelasan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur sehingga mengakibatkan banyak penafsiran yang berbeda 
dikalangan para pengusaha yang akhirnya mengakibatkan terjadi praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Belum lagi Pemerintah 
membuka lebar kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan importasi 
sapi dengan mengajukan izin secara lengkap dengan harapan pasokan sapi 
di dalam negeri bisa melimpah dan harga daging bisa normal kembali. 
2. Regulasi tata niaga perdagangan sapi impor harus diformulasikan sehingga 
tidak mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat 
  
93 
 
       Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat 
menimbulkan gangguan terhadap mekanisme pasar yang berdampak pada 
perkembangan ekonomi suatu bangsa, untuk itu hukum harus berperan dan 
berjalan secara optimal dalam rangka pembangunan ekonomi dan 
mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat. 
       Pemerintah yang dalam hal ini pembuat kebijakan sudah menetapkan 
aturan main dan memfasilitasi para pelaku usaha serta mengawasi aliran 
dan ketersediaan produk baik jumlah maupun mutunya sebagaimana yang 
telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/I/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan 
Impor Hewan dan Produk Hewan, agar tidak terjadi praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
 
B. Saran 
       Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan 
saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah yang dalam hal ini pembuat kebijakan hendaknya 
berkoordinasi dengan KPPU dalam pembentukan serta perumusan 
peraturan dan hendaknya konsisten guna merealisasikan program 
swasembada sapi yaitu dengan melakukan pemberdayaan yang dimulai 
dari pembibitan, pembinaan petani mengenai peningkatan produktivitas 
sapi lokal. 
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2. Kementerian perdagangan agar mempertimbangkan dan memperhatikan 
adanya hubungan afiliasi diantara para importir dalam memberikan 
persetujuan kuota sapi impor untuk menghindari terjadinya praktek 
persaingan usaha tidak sehat. 
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